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Penetapan jumlah uang iwadh sebesar Rp10.000,- dalam Keputusan 

Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 merupakan ketentuan yang digunakan 

dalam perkara khulu’ dan pelanggaran sighat taklik talak di lingkungan Peradilan 

Agama. Ketentuan tersebut telah berlaku selama lebih dari dua dekade tanpa 

mengalami perubahan, sementara kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terus 

berkembang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi, efektivitas, 

serta nilai keadilan dari nominal iwadh yang ditetapkan tersebut dalam kehidupan 

masyarakat saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan jumlah 

uang iwadh dalam KMA Nomor 411 Tahun 2000 serta menilai relevansinya 

ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris 

dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan 

terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait, 

serta studi lapangan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, praktisi 

hukum, dan masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan teori nilai hukum dan teori keadilan sebagai pisau analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis penetapan uang iwadh 

sebesar Rp10.000,- dalam KMA Nomor 411 Tahun 2000 merupakan ketentuan 

yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila ditinjau dari 

perspektif hukum Islam, ketentuan tersebut menunjukkan pergeseran dari konsep 

fikih yang bersifat fleksibel menjadi ketentuan administratif yang bersifat tetap. 

Dalam perspektif sosiologi hukum, nominal Rp10.000,- belum berjalan secara 

efektif karena lebih dipahami sebagai formalitas administratif daripada sebagai 

instrumen keadilan dan kompensasi dalam perceraian khulu’. Selain itu, sebagian 

masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai fungsi dan makna 

iwadh. Dari perspektif nilai hukum dan teori keadilan, nominal tersebut masih 

memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan nilai 

kemanfaatan dan keadilan karena tidak lagi relevan dengan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat saat ini. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pembaruan kebijakan 

yang lebih adaptif, proporsional, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 

tanpa mengabaikan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap perempuan. 

 

 

 


